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angan Main-Main dengan Transfer Pricing!

Lebih dari 80 negara di dunia berkomitmen untuk menerapkan
Country by Country Report (CBCR). Sejauh ini sudah lebih dari 50
negara yang mengadopsi, dimana Indonesia merupakan salah
satunya. Dengan terbitnya PMK Nomor 213 Tahun 2016, ketentuan
dokumentasi transfer pricing (TP Doc) bagi grup usaha yang
melakukan transaksi dfiliasi di Indonesia mengalami perubahan
signifikan. Mulai tahun pajak 2016, tak hanya local file yang wajib
disiapkan oleh grup usaha, tetapi juga master file dan CBCR harus
segera disiapkan dalam waktu yang relatif pendek.

Guna mengetahui lebih jelas mengenai Rebijakan ini, MUC Tax
Guide mewawancarai Achmad Amin, Kasubdit Pencegahan dan
Penanganan Sengketa Perpajakan International DJP. Berikut petikan
wawancaranya:

Apa latar belakang dari Rebijakan penyampaian Master File dan
CBCR?

Pada 2013, G20 Leaders mengendorse Base Erosion and Profit Shifting
(BEPS) Action Plan dan mempromosikan transparansi internasional
untuk menangani penghindaran pajak. OECD berdasarkan
endorsement dari G20 tersebut mencetuskan BEPS project atau BEPS
action plan, yang pesannya adalah agar negara-negara anggota G20
dan negara-negara lain di dunia secara bersama-sama dan dalam
standar yang sama serta dalam level of playing field yang sama
menangani BEPS dalam rangka memobilisasi sumber daya domestik.
BEPS action plan ini terutama ditujukan untuk menangani double
non taxation yang tidak fair. Intinya, jangan sampai tax planning
mengakibatkan Wajib Pajak (WP) tidak dapat dipajaki di mana pun.
Karena tidak fair, Negara tidak dapat apa-apa, sementara Reuntungan
sepenuhnya jadi milik WP. Itu kan hazard. Dari sisi moral maupun dari
sisi Retentuan, seharusnya tidak bisa dibenarkan.

Misalnya, perusahaan di Indonesia bayar bunga atau jasa manajemen
ke perusahaan afiliasinya di negara lain. Bunga atau jasa manajemen
yang dibayar mengurangi penghasilan dong. Karena sebagai biaya,
berarti jadi pengurang pajak di Indonesia. Tapi di negara lain yang
tidak mengenakan pajak atas penghasilan dari luar negeri, itu tidak
menjadi objek pajak. Jadi tidak kena pajak dimana-mana dan yang
diuntungkan hanya WP, tidak ada kontribusi apapun untuk Negara
dan dunia.

”
Jadi yang masalah

bukan transfer pricing,
tapi transfer pricing
abuse. Kalau tax

planning ditujukRan untuR ‘

penghindaran pajak 77

Lalu lahirlah 15 action plan dalam BEPS project, yang salah satunya
di action 13 adalah CBCR. Indonesia sebagai negara G20 dan BEPS
Assosiate tentu akan berusaha untuk berkomitmen menerapkan
CbCR tersebut sebagai bagian dari minimum standard atas BEPS
action plan yang harus diterapkan. Begitu Rita sudah komitmen
ikut bertukar CBCR, maka format dan threshold-nya harus sama,
tapi waktu penyampaian dan prosedurnya bisa berbeda-beda
menyesuaikan dengan ketentuan domestik di masing-masing negara.
Namun, yang wajib membuat CBCR tidak semua perusahaan, hanya
yang memenuhi Rriteria tertentu. Yakni, perusahaan induk yang nilai
omset konsolidasinya lebih dari 750 juta Euro atau sekRitar Rpll triliun.

Bagaimana penerapan CBCR di Indonesia?

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan PMK Nomor 213 Tahun 2016
untuk mengatur Rewajiban penyelenggaraan Dokumen Penetapan
Harga Transfer. Itu merupakan paket dokumentasi transfer pricing
yang berisikan dokumen induk (Master file), dokumen lokal (local file),
dan laporan per Negara (CBCR). Ini semua harus dibuat dalam format
Bahasa Indonesia.

Isi dari CBCR mencakup soal laba grup di tiap negara, pajak yang
dibayarkan, dan jumlah karyawan, sehingga memberikan informasi
aktivitas grup atau fungsi apa saja yang dijalani setiap grup usaha
di masing-masing negara. Dan ini akan ditransmisi secara otomatis,
tapi hanya dengan negara yang sama-sama punya Romitmen dan
menandatangani perjanjian pertukaran CBC baik bilateral maupun
multilateral. Perjanjian pertukaran CBC secara multilateral namanya
CBC Multilateral Competent Authority Agreement (CBC-MCAA).

Apa urgensi dari CBCR?

Secara tidak langsung kami ingin memberikan semacam alert:
“Anda tidak bisa main-main lagi dengan skema grup!”. Sudah ada
mekanisme yang mengawasi sehingga fairness akan terjadi. Itu yang
pertama.

Kedua, kami juga mensyaratkan kertas kRerja dalam CBCR. Tujuannya
supaya WP tidak asal-asalan membuat CBCR, sumbernya harus
jelas. Penggunaan CBCR ini dibatasi hanya untuk risk management,
sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar Roreksi audit.
Nantinya, yang dipertukarkan ke negara lain hanya CBCR form.
Sedangkan kertas Rerja tidak.
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Intinya segala macam unfairness, tax avoidance, itu bisa dimitigasi
dengan baik dari awal. Jangan sampai Wajib Pajak dibiarkan tidak
arms length dan kemudian diberikan punishment. Seharusnya
kan dari awal dikasih tahu apa yang seharusnya dilakukan oleh
Wajib Pajak. Jangan yang tidak patuh dibiarkan dan kemudian baru
dikenakan sanksi.

Artinya pendekRatannya DJP ke Wajib Pajak berubah?

Jadi memang pesan yang kami tuangkan dalam PMIK 213 adalah
kami ingin Wajib Pajak menerapkan Arms Length Principle (ALP)
sejak Wajib Pajak men-set-up harga. Pendekatan ini dikenal dengan
nama price setting approach atau ex-ante basis. Berdasarkan PMK
ini, Wajib Pajak diharapkan tidak lagi menerapkan ex-post basis
sehingga akan lebih fair baik dari sisi Wajib Pajak maupun DJP. Jadi
pada saat price setting dia harus setup berdasarkan arms length
principle, prinsip Rewajaran. Misalnya, WP menetapkan laba = total
cost + 5%. Dari mana angka 5% itu. Ini yang harus didasarkan pada
ALP dan didokumentasikan dalam TP Documentation (Master File
dan Local File).

Pesan lebih besar, kami ingin supaya transaksi yang harganya
sudah ditentukan sesuai dengan ALP tidak menjadi potensi
koreksi. Tidak fair kalau transaksi afiliasi sudah arms length sejak
awal tahun, tapi tetap dikoreksi. Sebaliknya, Wajib Pajak yang
tidak melakukan setting price berdasarkan ALP tentu akan berisiko
untuk dilakukan kRoreksi oleh pemeriksa. Itu tidak akan terjadi Ralau
WP menggunakan price setting berdasarkan ALP. Jikapun realisasi
pada akhir tahun terdapat deviasi dati price setting yang ditetapkan
di awal, Wajib Pajak dipersilakan untuk menjelaskannya di dalam
TP Doc. Sehingga semuanya fair dan transparan.

Bukankah transfer pricing sesuatu yang normal?

TTransfer pricing merupakan penetapan harga transaksi antara
pihak yang terafiliasi. Penentuan harga jual, harga beli, nilai royalti,
nilai jasa, dan apapun bentuknya, itu transfer pricing sepanjang
dilakukan dengan afiliasi. Sampai sini tidak ada masalah karena
hakikatnya transaksi afiliasi adalah sesuatu yang normal dan tidak
dilarang secara hukum. Hanya pada saat terjadi transfer pricing
abuse, baru ada masalah. Abuse what for? untuk mengecilkan
pajak di Indonesia.

Jadi yang masalah bukan transfer pricing, tapi transfer pricing
abuse. Kalau tax planning ditujukan untuk penghindaran pajak, nah
itu baru bermasalah. Kalau dia tidak dilakukan secara arms length,
secara wajar, maka DJP punya kewenangan untuk melakukan
koreksi.

Masa bisnisnya di Indonesia, dapat sumber daya energi dan
buruh murah, sampahnya banyak di Indonesia, truknya banyak
menghancurkan jalan, tapi labanya dipindahkan ke luar negeri.
Pada saat dia mentransfer ini lah yang bermasalah. Bukan berarti
transfer pricing tidak boleh. Transfer pricing boleh sepanjang wajar
(ALP).

Harus diingat bahwa CBCR ini tidak bisa digunakan untuk
mengoreksi transfer pricing. Penggunaanya hanya untukR risk
analysis. Jadi hanya untukR melakukan analisis risiko atas
transfer pricing sehingga bisa melihat dimana saja risiko transfer
pricing sebuah perusahaan. Hasil risk analysis akan memberikan
rekomendasi atau petunjuk bahwa perusahaan ini layak diperiksa

atau didalami lebih lanjut transfer pricingnya.

Ini sebagai diagnostic tool untuk melihat risiko transfer pricing.
Kalau memang tidak ada risiko, ya tidak akan dijadikan prioritas
utama pemeriksaan transfer pricing. Kalau ada risiko luar biasa,
mari teliti mana transaksi yang paling optimal untuk dilakukan
pemeriksaan.

ApaRah tidak malah memberatkan WP?

Justru ini aRan memudahkRan WP, meng-encourage WP untuR
patuh menerapRan ALP. Yang patuh akan Reliatan patuh, yang tak
patuh akRan Relihatan taR patuh. Jadi Rita tempatkan TP doc pada
posisi yang fair untuk bisa memberikan perlakuan yang adil. Untuk
yang patuh akRan mendapatkan benefit, yang tidak patuh akan
mendapatRkan disinsetif dalam bentuk punishment.

Sanksinya apa bagi WP yang tidak patuh dalam pelaporan
DoRumentasi Transfer pricing?

Selama ini, sanksi yang diterapkan atas ketidakpatuhan Wajib
Pajak menerapkan ALP atau tidak membuat TP Doc umumnya
sama yaitu 2% per bulan sesuai Pasal 13 ayat (2) UU KUP.

Kalau sekarang beda. Bagi Wajib Pajak yang tidak
menyelenggarakan Dokumen Transfer pricing, maka sanksinya
sesuai dengan Pasal 13 ayat 3 Undang-Undang Ketentuan Umum
Perpajakan (KUP), yakni 50% dari pajak yang tidak atau kurang
bayar.

Sedangkan bagi WP yang telat atau hingga batas waktu yang
sudah ditentukan belum juga menyampaikan dokumentasi transfer
pricing, maka menjadi diskresi pemeriksa apakat TP doc-nya
dipertimbangkan atau tidakR. Istilahnya ditetapkan secara jabatan.
Apabila dites tidak wajar, maka pemeriksa akan mengenakan
sanksi 2% per bulan.

Sementara bagi WP yang memanipulasi dokumen transfer pricing
berdasarkan informasi yang tidak benar, maka bisa kena sanksi
pidana. Sehingga di sini Rita tempatkan sesuatu secara adil. Kalau
WP tidak membuat TP doc, maka diperlakukan sama seperti WP
yang tidak melaksanakan kRewajiban pembukuan.

Bagaimana jika informasi yang disampaikan di Master File tidak
lengkap Rarena tidak mendapatkan data dari entitas induknya?

Ini  seperti ketentuan mengenai pembukuan. Pembukuan
disebutkan, sekurangnya-sekurangnya harus mencakup laporan
keuangan, rugi-laba, perubahan ekuitas, dan sebagainya.
Kalau perusahaan membuat Ilaporan keuangan yang tidak
memenuhi Retentuan, ya silahkan saja, tapi kan ada konsekuensi
hukumnya yaitu tidak memenuhi kRewajiban pembukuan. Nanti
tinggal pemeriksa menggunakan diskresinya. Apakah mau
dipertimbangkan atau tidak. Artinya pemenuhan Rewajiban TP Doc
sama halnya dengan pemenuhan kewajiban pembukuan, kami
serahkan semuanya ke WP sesuai dengan prinsip self assestment.

Kami  berharap  perusahaan-perusahaan  punya  system
dokumentasi transfer pricing yang terpola dan tersistem dengan
baik. Semua sudah dipersiapakan sejak awal dan available pada
waktunya sehingga tidak kebingungan Retika diminta oleh
pemeriksa.



DokRumen

Treshold transaksi

IRhtisar dan KKertas Kerja
CaRupan Transaksi
Perspektif waktu analisis
penerapan prinsip
Rewajaran

Bahasa

Surat Pernyataan
IKetersediaan DoRumen

Timeline

2016

Perbandingan IKetentuan Dokumentasi Transfer Pricing

SEBELUMNYA

DoRumen LoRal

Minimal Rp10 Milyar
per lawan transaksi

X

Cross-border &
Specific domestic transaction

Ex-ante approach
Ex-post approach

X

SEKARANG

DoRumen IndukR
DoRumen LoRal
Laporan Per Negara

Dokumen InduR dan loRal :

. Peredaran bruto > Rp50 M (tahun pajak sebelumnya)
Trans. Afiliasi barang berwujud > Rp 20 M (tahun pajak sebelumnya)
Trans. Afiliasi lainnya masing-masing > Rp5 M (tahun pajaR
sebelumnya)
MelaRuRan transaksi dengan pihaR afiliasi yang berada di negara
dengan tarif PPh < tarif PPh di Indonesia

Laporan per Negara :
Entitas induR dengan peredaran bruto Ronsolidasi tahun pajak
bersangkutan = Rpl1l T.

Cross-border & Domestic transaction

Ex-ante approach (doR. Induk dan lokal) [ Contemporaneous
Ex-post approach (Laporan per Negara)

Bahasa Indonesia

31 Desember 2017
Batas waRtu TERSEDIANYA
Laporan per Negara 2016

30 April 2017
Batas waktu TERSEDIANYA:
1. DoRumen induk 2016

2. DoRumen loRal 2016

Batas waktu PENYAMPAIAN:
1. IRhtisar dokumen induR 2016
2. IRhtisar doRumen loRal 2016

30 April 2018

Batas wakRtu TERSEDIANYA:
1. DokRumen induk 2017
2. DoRumen loRal 2017

Batas wakRtu PENYAMPAIAN:

1. IRhtisar dokRumen induR 2017
2. IRhtisar doRumen loRal 2017
3. Laporan per Negara 2016



IKelihaian
Google dan
IKegelisahan
Otoritas PajakR

Google, raksasa tekRnologi asal Amerika SeriRat
itu Rini tengah menjadi buruan otoritas pajakR di
banyaR negara, terutama Eropa dan Asia. Pada
2014, Google berhasil menghemat pajakR sebesar
US$2,4 miliar dengan cara memindahRan
seluruh pendapatannya di dunia yang mencapai
Risaran US$12 miliar Re rekRening perusahaan
cangRangnya di Bermuda.
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~LIHAIAN GOOGLE

DAN KEGELISAHAN
OTORITAS PAJAK

Sejalan dengan perkembangan teknologi Romunikasi, arus informasi beredar semakin cepat seiring dengan pesatnya petumbuhan bisnis
perusahaan-perusahaan penyedia data berbasis internet (over the top/OTT). Sejumlah raksasa teknologi internet seperti Yahoo, Google,
Facebook dan Twitter memimpin pasar informasi digital hingga merambah ke seluruh pelosok dunia.

Perkembangan bisnis digital juga melahirkan terobosan teknologi
dagang berbasis elektronik atau e-commerce. Merebaknya bisnis
dalam jaringan (online) takR hanya menciptakan peluang usaha,
tetapi juga memunculkan masalah baru di berbagai negara.
Pasalnya, rata-rata penghasilan yang didapat perusahaan digital
multinasional dialihkan dan hanya terpusat di segelintir negara
suaka pajakR (tax haven). Dengan memanfaatkan celah dari
Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau tax treaty,
banyak OTT yang sukRses menghindar dari pungutan pajak tinggi
secara legal.

Google, misalnya, raksasa tekRnologi asal Amerika SeriRat itu Rini
tengah menjadi buruan otoritas pajak di banyak negara, terutama
Eropa dan Asia. Pada 2014, Bloomberg mengabarkan Google
berhasil menghemat pajak sebesar US$2,4 miliar dengan cara
memindahRan seluruh pendapatannya di dunia yang mencapai
Risaran US$12 miliar Re reRening perusahaan cangkRangnya di
Bermuda.

SkRema tersebut dikenal dengan sebutan Double Irish With a Dutch
Sandwich. Melalui skema tersebut, Google meminimalkRan tagihan
pajaknya dengan membentuR sejumlah perusahaan fasilitator
di Irlandia dan Belanda. Di Irlandia, Google mendiriRan dua
perusahaan. Satu bertindakR sebagai penampung pendapatan dan
satu lagi sebagai pemegang hak atas paten dan properti Google.
Namun, transfer pendapatan atas royalti tidak langsung dilakRukan
oleh Redua perusahaan tersebut, melainkan ditransfer dahulu ke
perusahaan afiliasi lainnya di Belanda--Google Netherlands Holding
B.V-- baru Remudian diteruskan Re perusahaan pemegang hakR
paten Google. MesRi tercatat di Irlandia, tetapi perusahaan
pemegang haR paten Google sebenarnya berkRantor pusat di
Bermuda, Rawasan suakRa pajaR yang membebaskan pajak
pemasuRan atau nol persen. Alhasil, Google terhindar dari pajakR
penghasilan (withholding tax) yang berlaku di Irlandia sebesar
12 persen maupun pajak penghasilan di negara asalnya yang
mencapai 35 persen.

Di Asia PasifikR, Google memusatkRan operasional bisnisnya di
Singapura melalui Google Inc. Semua pendapatan yang dihasilkan
dari transaksi di seluruh Rawasan diserap sepenuhnya Re rekRening
penampung di Negeri Merlion, yang menawarkan pajakR super
murah.

CerdiR memang, tetapi celah-celah tax treaty yang dipaRai Google
tidakR melanggar huRum. Fenomena ini yang Remudian membuat
gerah banyaR Negara, seperti Inggris, Irlandia, India, dan bahkan
Indonesia. Otoritas pajakR di hampir setiap negara dipaksa putar
otaR untuR bisa memajaki Google. Di sisi lain, mereRa tersandera
oleh tax treaty.

Pemerintah Indonesia melalui DireRtorat Jenderal Pajak (DJP)
belakangan mulai mengusik Retentraman bisnis Google di
Indonesia. Menurut hitungan Rasarnya, Google mengutang pajakR
seRitar Rp5,2 triliun selama lima tahun terakRhir. DJP tegas menagih
pajak Re Google, sebaliknya yang ditagih berkeras telah mengikuti
Retentuan perpajakan di Indonesia.

ERspansi  bisnis
berlangsung

Google di Indonesia sebenarnya telah
sejaR 2011 dengan mendirikan entitas afiliasi di

JaRarta, dengan nama PT Google Indonesia. Namun, status dan
aktivitasnya tidakR dapat dikRategoriRan sebagai BentukR Usaha
Tetap (BUT). Status ini yang menjadi dasar Google untuk berRelit
dari tuduhan menghindari pajak.

KKembali lagi, DJP tidak punya alat Rhusus untuR memaksa
Google membayar pajaR yang disebutnya sebagai tunggakan.
BerbeRal tax treaty, Google selalu dapat berkelit dari Rejaran
otoritas pajak di berbagai negara, tak hanya di Indonesia. Kalaupun
diperkRarakRan Re pengadilan, besar Remungkinan Google menang
dan DJP hanya akan gigit jari. UntuR Rebutuhan jangRa panjang,
perlu dipikirkan solusi yang lebih Rongkret Retimbang hanya
mengeluarkan paksaan yang justru terkResan lebih berupa imbauan
atau permohonan “menyumbang” pajak.

Belajar dari Negara lain

Indonesia mungRin bisa mencontoh Inggris, Irlandia, atau bahkan
India, yang menyiasati modus-modus penghindaran pajakR OTT
dengan mengeluarRan jenis pajak baru tanpa melanggar perjanjian
tax treaty.

Pemerintah Inggris memperkenalkan jenis pajak baru untukR
menghuRum Google dan perusahaan sejenis, dengan mengenakan
Diverted Profit Tax. Mulai tahun pajak 2015, Inggris mengenakan
pajakR sebesar 25 persen atas Reuntungan yang dialihkRan
oleh perusahaan-perusahaan multinasional.

Sementara Irlandia, memakRsa semua perusahaan yang
berbisnis di negaranya untukR mendaftarkRan diri sebagai wajib
pajak mulai tahun 2020. Memang masih ada Resempatan bagi
Google dan Rawan-kRawannya untuR memanfaatkan aturan pajakR
yang longgar di Irlandia, tetapi jangRa waktunya maRin terbatas.

Kasus Google ini juga disikapi oleh Pemerintah India dengan
memperkRenalkan jenis pajaR baru, yang dikRenal dengan “Pajak
Google” atau “equalization levy”. Perusahaan internet asing
dikenakan Retribusi Pemerataan sebesar 6 persen dari pendapatan
yang dihasilkan dari transaksi layanan internet tertentu, seperti
dari iRlan online. TerRait itu, perusahaan OTT multinasional
dimungRinkRan untuR mengRlaim Rredit pajak di negara asalnya
atas pungutan yang dibayarkRannya di India. Sejauh ini, baru India
yang menerapRan Rebijakan ini. Kementerian Keuangan India telah
mengingatRan perusahaan-perusahaan digital multinasional
lainnya seperti IBM, Microsoft, Amazon, Apple, dan Netflix untuR
bersiap pula ditagih retribusi pemerataan seperti halnya Google.

Political Will

Kembali Re sistem perpajakRan di Indonesia. Contoh Rebijakan
sudah banyaR. Tinggal mau atau tidak. Kemauan politiR yang
Ruat takR hanya dari pemerintah, tetapi juga harus didukRung oleh
legislatif. Sebab, Rebijakan pajak apapun yang nantinya akan
lahir demi memajakRi perusahaan OTT harus dibahas bersama di
parlemen. Setidaknya, revisi pakRet undang-undang perpajakan
yang menjadi Prolegnas bisa menjadi jalan masuR yang lebih
bijaksana untuR menagih pajak Retimbang memaksa tanpa dasar
yang jelas.



NPWIP IDENTITAS

TUNGGAL
CEIPABEANAN

Kementerian Keuangan menyempurnakan sistem registrasi kepabeanan, dengan menjadikan
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai homor identitas tunggal.

Sejalan dengan itu, terhitung mulai 24 Desember 2016, Nomor Melalui cara ini diharapRan Repatuhan para pengguna jasa
Identitas IKepabeanan (NIK) dan Nomor PokRoR Pengusaha Repabeanan terhadap Retentuan perpajaRan meningRat.
Pengurusan Jasa Kepabeanan (NP PPJK) dihapus dan Selain itu, monitoring dan evaluasi aRtivitas Repabenan bisa
dinyataRan tidaR berlaku lagi. dilaRuRan secara berRala melalui penelitian administrasi

dan pemeriksaan lapangan oleh dua instansi di bawah
KKetentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri IKeuangan IKementerian Keuangan itu.

No. 179/PMK.04/2016 tentang Registrasi Kepabeanan, yang
terbit pada 24 November 2016 dan berlaRu efektif 30 hari
setelahnya.

PMIK baru tersebut secara otomatis mencabut Retentuan
Registrasi Kepabeanan sebelumnya yakni PMIK Nomor 59/
PMIK.04/2015.

Selain perubahan nomor identitas, meRanisme pelayanan
registrasi Repabeanan juga turut disempurnakan. Pelayanan
registrasi Repabeanan dilaRuRan secara online melalui
portal DIBC (www.djbc.go.id) dan portal INSW (www.insw.
go.id), dengan mengisi formulir dan mengunggah dokRumen-
doRumen yang disyaratkRan dengan ditujukRan Repada DireRtur
Jenderal Bea dan CuRai.

Namun, Rewajiban registrasi Repabeanan dikRecualikan bagi
pengguna jasa Repabeanan tertentu atau orang pribadi yang
sifatnya non Romersial dan untukR Repentingan diplomatik,
atau pemasuRan barang untuR tujuan sosial, ibadah, dan/atau
penelitian.

Sinergi Data dan IKelembagaan

Penggunaan NPWP sebagai nomor identitas Repabeanan
menjadi langkRah nyata sinergi dua instansi perpajakan di
Indonesia, yakni DireRtorat Jenderal PajaR (DJPP) dan DireRtorat
Jenderal Bea dan CukRai (DJBC). Sinergi Reduanya juga ditandai
dengan munculnya Retentuan yang mewajibRan pengguna
jasa Repabeanan untuR melaporkan Surat Pemberitahuan
(SPT) Pajak Penghasilan dan Surat Pemberitahuan Masa
(SPM) Pajak Pertambahan Nilai ke DJP.

Permohonan registrasi Repabeanan baru bisa dilakukan
setelah pemohon memperoleh Keterangan Status sebagai
Wajib Pajak yang valid dari DJP. Adapun persyaratan doRumen
disesuaikan dengan RaraRteristik pengguna jasa Repabeanan.

Dengan penyempurnaan ini diharapkan terjadi integrasi data
NPWP dengan registrasi Repabeanan melalui portal INSW.
Sinergi ini juga aRan menghasilkan master file data eRsistensi
dan pertanggungjawaban Repabeanan, yang bisa digunakan
bersama oleh DJBC dan DJP.
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Penyempurnaan sistem secara otomatis memangRas waktu proses
registrasi Repabeanan, dari yang sebelumnya rata-rata tiga hari
Rerja menjadi hanya satu hari Rerja.

Sebelumnya, pengguna jasa Repabeanan yang wajib melakRukRan

registrasi hanya empat, yakni importir, eRsportir, PPJK, dan
pengangRut.
Namun, dengan berlakunya PMIK Nomor. 179/PMK.04/2016,

cakupannya diperluas dengan mewajibRan pula Perusahaan Jasa
Titipan dan pengusaha Tempat Penimbunan Sementara (TPS).

Kewajiban registrasi Repabeanan dikRecualiRan bagi pengguna
jasa atau PPJK yang sudah patuh terhadap Retentuan pajaR, yang
NPWP-nya sudah terdata di DJP maupun di sistem Repabeanan.
Secara otomatis, NPWP yang sudah terdata di sistem akan menjadi
nomor identitas tunggal menggantikRan NIK atau NP PPJK.

BloRir Repabeanan

ARses Repabeanan bisa dibloRir sebagian atau seluruh Regiatan
oleh Dirjen Bea dan CuRai bagi pengguna jasa yang tidaR patuh
terhadap aturan. Ketidakpatuhan yang terancam pembloRiran
seluruh Regiatan meliputi:

TidaR melaporkan perubahan data eRsistensi
susunan penanggung jawab

dan/atau

TidaR aRtif melakRukan
bulan berturut-turut
Tidak menyampaikan SPT tahunan 2 tahun teraRhir

TidaR memberitahukRan Surat Pemberitahuan Masa PPN 3
masa pajak terakhir

TidaR menyampaikan data indentor dengan benar di PIB/
PEB

TidaR melaporkan Devisa Hasil ERspor (DHE) Re BanRk
Indonesia

Regiatan Repabeanan selama 12

Sementara untuR sanksi pembloRiran sebagian Regiatan dapat
dikenakan bagi PPJK yang tidaR melaporkan perubahan data
ahli Repabeanan atau berdasarkRan reRomendasi internal atau
instansi lain.

Untuk membuRabloRir, penggunajasawajib memenuhi Rewajiban
yang dilanggarnya. Khusus untuR masalah RetidaRaktifan
Regiatan Repabenaan, bloRir baru bisa dibuRa jiRa pengguna jasa
melampirkan dokRumen pendukRung yang menerangkan Reaktifan
Rembali Regiatan Repabeanan. Sementara untuR pengguna jasa
yang dibloRir Rarena reRomendasi internal atau instansi lain,
makRa bloRir baru bisa dibuRa jika ada reRomendasi pembukaan
Rembali dari pihak yang mereRomendasikan pembloRiran.

Pemblokiran dikecualiRran bagi pengguna jasa yang sedang
dalam proses penelitian oleh DJP dalam rangkRa pemindahan
wajib pajaR, yang disebabkan oleh pindah alamat.



Persyaratan Dokumen

IMPORTIR EKSPORTIR

ARta pendirian

ARta perubahan terakhir
AngRa Pengenal Impor
(API)

Identitas penanggung
jawab perusahaan
(DireRsi): KTP/Pasport/
IMTA

NPWP penanggung
jawab perusahaan
BuRti rekRening atas
nama perusahaan

ARta pendirian

ARta perubahan teraRhir
Tanda Daftar
Perusahaan (TDP)
Identitas penanggung
jawab perusahaan
(DireRsi): KTP/Pasport/
IMTA

NPWP penanggung
jawab perusahaan
BukRti reRening atas
nama perusahaan

ARta pendirian

ARta perubahan teraRhir
Tanda Daftar
Perusahaan (TDP)
Identitas penanggung
jawab perusahaan
(DireRsi): KTP/Pasport/
IMTA

NPWP penanggung
jawab perusahaan
SertifiRat Ahli
IKepabeanan

BuRti reRening atas
nama perusahaan

TEMPAT

PENGUSAHA JASA PENIMBUNAN

PENGANGKUT

TITIPAN SEMENTARA

ARta pendirian

ARta perubahan teraRhir
Surat Izin Kegiatan
Usaha Pengangkutan
laut atau udara (SIUPAL/
SIUAU/SIIPT)

Identitas penanggung
jawab perusahaan
(DireRsi): KTP/Pasport/
IMTA

NPWP penanggung
jawab perusahaan

BukRti reRening atas
nama perusahaan

ARta pendirian

ARta perubahan teraRhir
Surat Izin
Penyelenggaraan Pos
Identitas penanggung
jawab perusahaan
(DireRsi): KTP/Pasport/
IMTA

NPWP penanggung
jawab perusahaan
BuRti reRening atas
nama perusahaan

ARta pendirian

ARta perubahan teraRhir
IKeputusan Penetapan
TPS

Identitas penanggung
jawab perusahaan
(DireRsi): KTP/Pasport/
IMTA

NPWP penanggung
jawab perusahaan
BuRti reRening atas
nama perusahaan



BABAK AKHIR TAX AMNESTY

BABAKBARU
REFORMASI PAJAK

Program tax amnesty memasuki babak akhir. Babak yang akan menjadi penentu sukRses
atau tidaknya Rebijakan pengampunan pajaR. IndikRator Resuksesan yang paling gampang
diukur adalah target-target yang dibuat pemerintah sendiri, yakRni uang tebusan sebesar
Rpl65 triliun dan repatriasi asset Rpl.OO0O triliun.

Sejauh ini, jumlah uang tebusan amnesti pajaR yang masuR Re
Ras Negara sebesar Rp103 triliun atau 62,4% dari target (Selasa, 10
Januari 2017). Sementara aset yang direpatriasi oleh wajib pajak
dalam rangRa pengampunan pajaR baru Rpl41 triliun atau 14,1% dari
total harta yang diincar.

Sebenarnya, sosialisasi yang dilakRukan pemerintah pada periode
awal sudah cukRup baik dalam mendongkraR animo Wajib Pajak
(WP) untuR iRut serta dalam program amnesti pajaR. Namun,
euforianya meredup pada periode Redua bersamaan dengan
naikRnya tarif uang tebusan dan mengendurnya sosialisasi.

Pada periode teraRhir, evaluasi dan intropeRsi harus dilakRukan
oleh otoritas pajaR. Selain sosialisasi harus digencarkan Rembali,
perlu ada RebijaRan yang bisa memotivasi WP untuR iRut serta
tax amnesty secara suRarela. Bisa dengan memberikan semacam
apresiasi Repada WP yang sebenarnya sudah patuh dan taat pajaR,
tetapi masih rela iRut serta dalam program tax amnesty. Pembayar
pajaR semacam ini patut diacungi jempol Rarena motif merekRa
bukRan semata-mata untuR diampuni ‘dosa’ pajaknya, tetapi lebih
pada Repeduliannya terhadap Negara.

AlangRah lebih baiR jiRa pendeRatan yang dilakukRan oleh DJP
Re WP-WP yang patuh lebih pada pembinaan. Orientasinya
diubah, tidaR lagi selalu menjadikan merekRa objeR pemeriksaan.
Manfaatkan data WP yang terRumpul sebagai pedoman untuRk
melaRuRan pembinaan dan buRan semata-mata hanya untuR

dijadiRan target pemeriksaan. Dengan demikRian Repatuhan WP
meningRat dan jumlah sengReta pajak berkurang di pengadilan.
Sebelum adanya tax amnesty, DJP juga sebenarnya sudah
mengantongi data WP-WP potensial di setiap IKPP. Data tersebut
dapat dibuRa lagi dan WP-WP yang non aRtif bisa diRirimi surat
imbauan untuR mengikuti tax amnesty.

SetidakRnya, masih ada waRtu Rurang dari tiga bulan bagi DireRtorat
Jenderal PajaR (DJP) untukR mencapai target-target tax amnesty. ltu
juga merupakRan Resempatan yang tersisa bagi WP yang belum
berpartisipasi untuR bisa mendapatkRan fasilitas pengampunan
pajakR dari Negara. MesRipun tarifnya taR lagi semurah periode-
periode sebelumnya, tetapi benefit yang aRan didapatkan WP
masih sama.

Apapun Reputusan akRhir yang diambil WP—iRut atau tidaR tax
amnesty--, semua punya RonseRuensi, positif atau negatif. Bagi WP
yang iRut amnesti pajak, manfaat yang akRan didapatkRan tentunya
berupa penghapusan utang; terbebas dari sanRksi administrasi
dan pidana; serta dihentiRannya pemerikRsaaan dan penyidikRan
tindak pidana perpajakRan. KonseRuensinya, WP harus rela haknya
untukR melaRuRan restitusi Relebihan bayar dan mengompensasi
Rerugian dihapus, serta Resempatan melakuRan pembetulan SPT
menjadi hangus.

Sementara bagi WP yang memilih taR iRut program amnesti
pajak, tentu tidaR perlu merogoh RoceR untuR membayar uang
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SPT Pajak Pengha:
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tebusan. Namun, itu tidak seberapa
jiRa dibandingkan dengan sankRsi
tegas yang menghantui WP di
Remudian hari. UntuR itu WP harus
memastikan tidak ada sejarah hitam
atau Relalaian pajakR di masa lalu
yang bisa menjadi sasaran tembak
petugas pajak. Intinya, WP harus
siap menghadapi  pemerikRsaan
yang sewaktu-waktu bisa terjadi di
Remudian hari. Kepatuhan pajak
adalah impian seluruh bangsa di
dunia. Namun, sepatuh apapun
WP, sering Rali tidakR menjaminnya
terbebas dari risiko pemeriksaan
petugas pajak.

Patut diingat, tidakR ada manusia
yang sempurna. Dalam RonteRs
Repatuhan WP, selalu ada lubang-
lubang Resalahan yang bisa jadi
temuan fiskus dan menjadi perkara
di Remudian hari. Apabila itu terjadi,

( sobliianiad
amnesti pajak

ungkap . tebus . lega

Tarif

Pajak Penghasilan
dengan tarif normal

5% wdl
30%

WP Orang
Badan Pribadi

+ 2%

sanksi
bunga

maka ongRos yang harus dibayar WP
RelakR akRan lebih mahal Retimbang
membayar uang tebusan 5% atau 10%
di periode terakhir amnesti pajak.

Anggaplah Anda WP yang sangat
patuh. Pemeriksaan yang dilakukan
fiskus bisa jadi Reliru dan jikRa
diperRaraRan di Pengadilan PajaR,
peluang Anda untuR menang sangat

besar. Tapi, bagaimana dengan
waRtu dan tenaga yang terRuras
untuR  melaRukRan  pembuktian?

Kesempatan Anda untukR melakRukan
akRtivitas produkRtif justru akan
banyakR hilang Rarena habis untuk
menyelesaiRan  sengReta  pajak
yang biasanya butuh waRtu panjang.
Belum lagi jika ditemukan Resalahan
Rarena ada harta tambahan yang
belum dilaporkan. Mau tidaR mau,
Anda harus terima dicap sebagai
pengemplang pajaR dan harus

1 Oktober 2016 sd.

4 Jumvuar 2007 54
31 Desember 1016

31 Maret 3017

Repatriasi/
Deklarasi
Dalam Negeri

rela merogoh RocekR dalam-dalam untuR melunasi
tunggakan beserta membayar sanksi administrasi dan
dendanya yang tidaR sediRit.

IKesempatan Bagi UMKM

Tax amnesty merupaRan fasilitas langRa, yang belum
tentu ada lagi dalam jangkRa waktu dekat. Bagi pelaku
UMKM, sebenarnya tidak ada istilah terlambat untuk
iRut serta program ini, seRalipun di penghujung periode.
Sebab, pemerintah memberikan perlaRuan Rhusus
bagi UMKM (WP dengan peredaran usaha hingga
Rp4,8 miliar setahun) dengan tidaR memberlakukan
progressive rate. UntuR UMKM beraset sampai dengan
RpIO miliar, tarif uang tebusannya dipatoR 0,5%.
Sedangkan bagi UMKM dengan aset lebih dari Rp10
miliar dikenakan tarif 2%.

Dengan demikian, tidaR ada masalah periodisasi
bagi UMKM untuR ikut tax amnesty. KKecuali, UMKM
benar-benar mengabaikan fasilitas ini. Risiko dihantui
Resalahan masa lalu bisa menjadi masalah baru yang
berpotensi mengganggu akRtivitas bisnis di Remudian
hari.

Hindari Antrean

Apabila menilikR pelakRsanaan amnesti pajakR di dua
Ruartal sebelumnya, WP terkesan ragu di awal periode
dan baru menggebu-gebu jelang tutup buku. UntuR
periode Retiga, tren seperti itu sebaiknya tidaR terjadi.
WP harus membuat Reputusan yang lebih cepat dan
sebisa mungRin mendaftar sesegera mungRin jikRa
tidakR ingin terjebak dalam antrean panjang pelapor
SPT PPh Orang Pribadi.

Patut diingat, batas aRhir pengajuan tax amnesty
adalah 31 Maret 2017. ltu juga merupakan batas aRhir
pelaporan SPT PPh bagi WP orang pribadi. Sejarah
sudah membukRtikan, Rantor-Rantor pelayanan pajak
selalu sibuR di bulan Maret setiap tahunnya Retika WP
berbondong-bondong melaporkan SPT. BayangRan
jilRa pada saat yang bersamaan fiskus juga harus
melayani antrean WP yang meminta pengampunan
pajak. Jadi, Ralau bisa hari ini Renapa harus menunggu
besoR. Hal ini juga harus menjadi perhatian bagi DJP
untukR bisa meningkRatkRan Rualitas pelayanannya
terhadap WP.

Intinya, manfaatkan sebaiR-baiknya amnesti pajak
sebelum DJP semaRin tegas. Sebab, tahun pembinaan
pajaR telah berlalu dan saat ini DJP tengah foRus
menjalankRan penegakRan hukRum. Dengan ikRut program
tax amnesty, Anda bisa berfiRir progresif sehingga
sumber daya yang dimiliRi bisa dikerahkRan sepenuhnya
untuR Regiatan yang lebih produktif.

1 Jutl 2048 sd.
31 Maret 3047
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